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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, maka dapat
dirumuskan kesimpulan sebagai jawaban dan permasalahan dalam penulisan
hukum ini, yaitu:
Hakim anak di Pengadilan Negeri Sleman dalam menjatuhkan putusan
terhadap terdakwa perkara persetubuhan yang dilakukan anak terhadap anak
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan
tersebut terdiri dari alat — alat bukti, hal yang memberatkan dan meringankan
terdakwa, dan hasil dari penelitian dari Badan Permasyarakatan yang
berisikan data mengenai:
1. identitas terdakwa dan orang tua,
2. akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa
3. riwayat pertumbuhan dan perkembangan terdakwa
4. riwayat pendidikan terdakwa
5. riwayat pekerjaan
6. riwayat pelanggaran hukum
7. riwayat penggunaan rokok, alkohol dan napza
8. kondisi keluarga

9. kronologis
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10. modus operandi

11. kondisi lingkungan masyarakat

12. Tanggapan terdakwa terhadap perkaranya

13. Harapan dan pandangan masa depan terdakwa

14. Tanggapan keluarga, pihak korban, pihak masyarakat dan pemerintah
setempat

15. Rekomendasi/saran oleh Pembimbing Kemasyarakatan

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat dikemukakan beberapa

saran, yaitu:

1. Seyogyanya hakim anak dalam menjatuhkan putusan agar lebih
memperhatikan dan menggunakan rekomendasi/saran dari Balai
Permasyarakatan yang telah melakukan penelitian terhadap
kehidupan sehari-hari terdakwa guna meringankan vonis yang
akan dijatuhkan.

2. Hendaknya orang tua, masyarakat dan pemerintah dapat semakin
bekerjasama memberikan perhatian dan dedikasi yang lebih
kepada anak yang masih dalam umur tumbuh dan berkembang
untuk mengarahkan mereka pada orientasi masa depannya dengan
baik agar perilaku dan perbuatannya tidak menyimpang menjadi

tindak pidana.
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